BABI

PENDAHULUAN

L1 Latar ﬁe!akang Masalah
Tujuan dan arus politik nasional, pasca amandemeii keempat UUD 1945,
memlhkl cncrgl yang cukup bes.ar untuk mendorong tcrbukanya 1kl.1m polmk yang

lebih demokrahs Salal, satu unplcmemasmya adalah dengan dlsahkannya Rancangan

Sis, UHRUD) Tentang; pcmermtanan daeran mcmadz U sebagal bentuk penyenipurnaan

a-n

Uy otonomi dacrah. Keluarnya UU No. 32 tahun 2004.ini telahamenjadi dasar bagi
pela.ksanaan pllkada langsuing; yang kemudum dlien;,kapl Peraluran Pcmermtah (PP)
No. 6 tahun 2005 scbagal penegasan dan ‘perincian dari UU tersebut
| Juan J. Linz dan Alfred Stv..phan (1996) mengata.kan masyarakat szp:] {civil
socxety) adalah salah satu arena utama dalant konsohdam demokram sctelah partai
polmk b:roxras:, rw'e of ;’aw dan masyarakat ekoncmu Persoa!annya sckarang
adalah sejauh mangx masyarakat lokal maiipu menumbuhkan iklim demokrasi_-dalam
pilkada 'Iangsung.. Sefncnfa‘ra -panis’ipasi.politik niaﬁyarﬁkat Indo'hésia selama ini
masm berpola pada part151pas: pohtlk mohllzsam ydng Rurang . mcncermmkan sikap
ras:ona! politik. Pada- saat  yang bersmnaan UU Nomor 32 Tahun 2004 masih
membcnka_n _d_ommasx pada parpol.dalam pencatuan calon yang bgka_l hertarung.

, _F'_rimqrd-ialismc yaﬁg ..:.l_berl-at_ar belakg.né---. kcsukuan, YAS; .e-tn-ik, agama,
ke’lq}npok, partai,. fraksi, bahkan jug#, as_ai-usul seSeo.ra.n-_g. sa-ngat mempengaruhi

dai_ﬁm Pilkada lan.'gs'ung. Jika memalig_, priinordialismc ity ‘positif sebagaimana yang




dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, yakni seseorang menolong walaupun karena
ikatan primodialisme, tetapi kalau dia memang benar-benar mampu masih bisa
ditolelir.

‘Pendapal [uan J ,L‘iﬁz’ dan Alfred Steﬁlian {1996) partai polﬁik adalah salah
satﬁ arena utama da’lajm konsolidas_i dén?okr&i modern. Studt Linz dan "Stephan
teméng_ partai politik adalah seb.a.z'gail' pilar dcmokﬁlsi memang tidak” salah.
Masalahnya adalah apakail raéidna!isme par.pOl'_'ak n tumpm da}am hal rel\.rutmfn

pohtik telah teruji secara benar. Bagaunana transparanm dau dkumablluas tentang

calon yang akan dimaju’kan sebagai pejabaz-publik akan b'er'la‘mng mendapatkan suara
rakyat secara pcrmanen dalam pasar bebas demoLram melalui pil kada langsung'-’
Kemudlan tlmbul pertanyazm apakah mek'm:srne b.zru dahzm PJIk'lda mi akan
terlaksana sesuaidengan yang d:haljapkan Kemudian, blsakah dlharapkan adanya
perubahian” dan’ kemajuan .peradaban pcrb:ukan- nasib rakyat, ..perbmkan pola
penye!enggaraan negara. di daera.h pada momentum tersebut Ataukah ini hanya
momentum atau samdlwara politik yang menghmsx pelegahsa*uan kekuatan Iama yang
produkm-_s_ltatus quo, dan yang membuat rak__yal. terjebak dalam buaian keloprak
humor” politik. = | |
| Dari wuraian .tersebut mchjédi_ﬁ ._..;!a.s.ar Iatar. béia}iﬁng pcnulish mencoba
mé’laksanakan péueli_ﬁQn tentang peinilih'an Kepala Daérah tangsung khususnya di

Kabu'pa_-t_cn PaLpak Bharat, - '

e ]




1.1.1. Permasalahan

Sejak beberapa bulan terakhir, aktifitas dan suhu politik semakin meningkat di
Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi ini berkaitan karena digelarnya pesta demokrasi
dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung) untuk memilih orang
nomor satu di Kabupaten Pakpak Bharat, yang sudah satu setengah tahun dijabat oleh
pejabat Bupati. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang _ Pémerintahan Dagrah, bahwasanyasétiap- daerah diberikan - wewenang

sepenuhnya untuk memilih kepala daerah'secara langsung oleh rakyat.

Mengingat Kabupaten Pakpak Bharat sebagai sébuah kabupaten yang baru
dimekarkan dari Kabupaten Dairi-banyak mengalami-kendala dan-kekurangan dalam
pehyelenggaraan pemeérintahan sehari-hari.-Suatu dacrah yang-menyimpan berbagai
potensi sumber daya alam yang masil tertidur dan belum ada yang mampu untuk
membangunkannya, bahkanhingga berakhirnyamasatugas pejabat Bupati.

Dalam. memperebutkan ‘kursi orang romior ‘satu di Pakpak-Bharat para Balon
Bupati Pilkadasung mulai melakukan vapaya-upaya dan mencari lobi-lobi kéndaraan
politik yang mau ditumupangi. Beberapa balon kontestan sudah mulai melakukan curi
start kampanye keluar masuk dari satu desa ke desa lain. Adapula-yang pasang
promosi lewat kalénder, media massa maupun alasan silaturrahmi untuk melakukan
pendekatan kepada masyarakat. Mengumbar janji muluk; ‘dan sejenisnya mulai
terdengar dari-tim sukses-yang berkeliaran di-lapangan. Tak segan-segan memakai
atribut PNS dan berbagai fasilitas negara yang munipung masih dapat digunakan.
Lomba pasang spanduk, adu panjang, adutinggi dan aduwkata-kata manis. Alam gaib

kembali mendapat tempat:mengadu bagi beberapa, calon kontestan, yang-nampaknya




kurang memiliki iman yang kuat, boleh jadi ingin menghalalkan segala cara untuk
menang. Segala daya dan upaya dilakukan namun dinamika politik masyarakat masih
sulit untuk ditebak, banyak dari balon yang mengklaim bahwasanya desa A teiah
menjadi basis pendukungnya, rakyat memang pihtar cari posisi -amari, ssetiap balon
yaﬁg “mendeka('l" diterima dengan SOpéii dan bijaksamé. Kalau ada transaksi gelap
dimanfaatkan, cum5 .éekali dalam- lima' tahun ada perﬁbez‘ian qrang-orari_g- berduit
itupﬁp .l;alfc'na. ada maunya. Tapi hati nurani__. tidak bisa dibeli, a_palg_éi_._ ditukar secara

r_nétéri atau system barter PNS bila bgirhasil pada hari-H pemilihan.

Fenomena diatas adalah sebuah proses pembelajaran demokrasi kepada rakyat
Pakpak BHarat. Yang menjad_i_ persoalan adalah bagaimana melibatkan rakyat dalam
wac_;aﬁé pdiiiik d'emakrasf yaﬁg benar sehingga nxuﬁé'ui gcnerqsi boliti.ku's yang lebih
dewasa di masyarakal.'_yang kritis daﬁ_.’ berani dalam menégakkan kebenaran.__ﬁktiﬁtas
pﬁiitik sepertiini dapa!; dijadikan-sebagai momen, kcbangkitan- demokrasi dikalangan
bawah sebagai ujung tmr__ibak ‘penegakan c_iemokfzis'i sccara khusus di Pakpak Bharat
dan umumnya di selnruh Indonesia. Kébcnaran tc:ap'. .di tangan rakyat” sebagai
pc_ﬁlegang kunci'umuk:membuka_haﬁ- nuréni menentukéh pii-ihau. .Nanmn.s_emua itu
dipengaruhi oleh faktor kepéqtingan maﬁ@-masihg untuk memilffl- siapa yang
diunggulkan. Seburuk <apapun  si | 'ca_Ion .pasti akan rﬁe_milik-i 'pcndukung- masing-
masing. |

' Dgri uraian di mas Yang nicujadi perrnaSzi}ahan dalam- pilkada léngsung
Kab;ibaten Pakpak Bharaf yaitu : .. . > - .
| _..— Masalah dukung mendukung :berbz.;gai koxnunita§¢ .m%asj?arakat Pakpak Bharat

seperti: kelompok etnis, kclom'pok marga, kelompok agama, lembaga sosial




dan kemasyarakatan, kelompok ormas, omop, yang dapat menjurus kearah
konflik internal, horizontal, dan vertikal.

- Peranan partai politik dalam menjaring bakal calon yang rawan politik uang.
pengaruh elit politik dalam menentuikan calon; calon yang diajukan oleh partai
politik sebagai pemilik kendaraan; apakah sesuai-dengan aspirasi masyarakat,
dan pengaruh © primordialisme “dan Kapilalisme ‘dalam penentian dun
pemenangan calon:

- Upaya dan strategi apzakah yang dilakukan oléh pasangan calon agar bisa

menang dalam kompetisi.
- Faktor-faktor manakah yang mempengaruhi-calon menjadi menang atau kalah
+  Pelaksanaan / Pilkada ‘langsung' di  Kabupaten  Pakpak " Bharat
apakah berlangsung dengan demekrast dan menghasilkan pemimpin vang

demokratis.

1.1.2. Batasan Masalah
Karena kompleksnya permasalahan pilkada langsung di Kabupaten' Pakpak
Bharat; maka permasalahan dibatasi pada:
- Upaya dan strategi yang diperbuat oleh pasangan‘calon Kepala Daerah dalam
Pilkada Langsung di Kabupaten Pakpak Bharat.
- ~Fokus permasalahan kepada sikap, perbuatan, strategi-calon dan tim
suksesnya ' untek mempengarulii: masyaralkat \ dan- faktor-faktor. yang
mempengaruhi-pasangan calon menang atau kalah dalam pilkada langsung di

Kabupaten Pakpak Bharat.




[.3.  Tinjauan Teoritis

Acuan teoritis dalam mengkaji perumusan  penelitian ini mengacu pada
Antropologi Politik yang ada hubungannya dalam pemilihan Kepala Daerah
Langsung. Tinjauan teoritis dapat-diuraikan sebagai berikut.

Menurut pendapat Budiardjo teori-adalah generalisasi-yang abstrak mengenai
beberapa phenomena. Dalam menyustn generalisasi itu teori selalu memakaikonsep-
konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan-Karena -itu bersifat

abstrak, sekalipun fakta-fakia dapat dipakai schagai batu /loncatan. (Budtardjo.M.

2000 : 8).

1.3.1. Konsep Politik

Menurut ‘Budiardjo teori politilkc adalalh bahasan dan generalisasi dari
penemena yang bersifat politik; Dengan perkataanlain teori politik adalah bahasan
dan renungan atas : (a) tujuan dari Kegiatan politik, (b) cara-carg mencapai tujuan itu,
(cy kemungkinan-kemungkinan dan-kebutuhan-kebutuhan yané, ditimbulkan oleh
situasi politk yang tertentu, (d) Kewajiban-kewajiban (obligation) yang diakibatkan
oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep diatas dalam-teori politik mencakup antara
lain, masyarakat, kelas sosial, negara, Kekuasaan, kedaulatann, hak dan kewajiban,
kemerdekaan, lembaga-lembaga nepara; “perubahan sosial, pembangunan politik

(political-development), moderanisai, dan sebagamya. (Budiardjo.M.-2000 7 31).




1.3.2. Konsep Masyarakat

Perumusan Harold J. Jaski dart London School Of Economics and Political
Science mengenai masyarakat adalah “ sekelompek manusia hidup bersama dan
bekerja * samia . untuk <" mecapai terkabulnya “keinginankeinginan . mereka
bersama’(Society-is a-group of human beings living together and working together
Jor-the satisfaction of their. mutual wants). Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa
masyarakat-mencakup semua hubungan dan kelompok: dalam suatu wilayah. (Dalam

Budiardjo.M. 2000 ; 34).

1.3.3. Konsep Pengaruh

Menurut Hoogerwel pengaruh terjadi apabila tingkah' laku menjurus kepada
perubahan-perubahan tingkah laku. Tengaruh politik t€tjadi- apabila tingkah laku
menjurus kepada pengubaliankebijaksanaan pemerintah atau kepada“ terwujudnya
dan-dampakinya. Sering istilah-istilal kekuasadan dan pengaruh dianggap seedra kelirnu
sebagai muradif atau sinonim. Kekuasaan adaiah pengaruh yang kuat, yaitit sesuai

dengan tujuan-tujuan sang aktor. (Hoogerwel, 1979 : 159).

1.3.4. Konsep Wewenang

Wewenang ; (“authority™) amenurut  Lipset” jadalah  kekuasaan atau
kepemimpinan yang sah yang diakui sebagai yang benar. Keabsahannya adalah istilah
yang agak gelap. Lipset-mengatakan. umpamanya “Legitimacy involves the capacity

of the system to engender and maintain the-belief that the existing political institution




are the most appropriate ones for the society” (Seymour Martin Lipset, Political

Man, 1990, halaman 77).

1.3.5.. Konsep Demokrasi

Schumpeter be.rpendapat bahwa un"kat demokrdsl yanb sama dapdi dicapai
dengan btrmacam -macam cara. C nd'm;; sarana untuk m;,mungkml\'m anggora-
anggota kelompok m¢m__per;gan'zlh1 kcbijaksanaap‘ pada dasamnya tidak terbatas.

Pemilihan-pemilihan terupakan hanya sath dari sarana-Sarang itu. Sarana-sarana lzin

meliputi umpamanya .peraturan ma)':!orilas, tetapi juga pera_liiran untuk méii‘ndungi
nxinorilas_énﬁndrifas. keterbukans Kebebasai mengemikakan pehdapat, ik bandin g
terhé’d’ép képumsan-kcpu'tusan lakti‘v-i_tas-a_k’titriias bblilik melalui kelo.r‘fq:.ndk-'-k:elompok
éenekan dan badﬁn—béﬂan pertimbangaﬂ dan jaminan kéb¢léasan pribadi yang secara
berat sc.belah dibétaéi' hanya pada pemilihan-pemilihan adalah yumpamanya definisi
terkenal dari Schumpetef. Metoda dcmokmsn adalah pgramran ke]emba;,aan untuk
nba pada pembentukan keputusan dlmarm pn.rbcorangan-—pcrscorangan mempcro leh
hak -mcngamb_ll keputusan _melah_u perang. persamgan suara para warga" (Jooscph A.
Schumpeter; capitalism, .mcmhsm and de moc.raffe, 1963, ha!aman "29 tezjemdhan

dart capitalism, socialism and democr-acy_-, ]943).

1.3.6. Konsep Dukungan
Dukungan itu menurut pcndapat yang h,rkenal dan caston, dapat ditunjukkan
Kepada masyarakat poh_tlk (dengan sx_ugkat, keseluruhan anggqta dari sistem poliltik).

Rezimypolitik (asas-asas dan nerma-nornis,_politik) yang berlaku.dan pengembar-




pengemban kekuasaaan politik. Dukungan dapat juga ditujukan kepada
kebijaksanaan. (Hoogerwel, 1979 : 197).

Juga cara pemimpin-pemimpin politik mendapatkan dukungan politik dari
para’ warga, dapat berbeda—Be-da_,_dari bc_rbégai bentuk bujukan Kirgga paksaan can

kekerasan, (Hoogerwet, 1979.: 197) | |

1.3. '}' Moblhsasn Polmk

Cameron- berpendapat bahwa dalam literatur mob1hsas1 politik kebanyakan

dilihat sebagai akibat dari suatu proscs perubahan sosial s(:perti modernisasi, dan
jurang-jurang - pemisah “dalam masyamkat Sebahknva Cameron mengemukakan
pemhcnaran anggapan bahwa nmbih:.aSI polmk untuk “bagian bz,sar ddalah sarana
yang digunakan atas pemmbangan yang matang untuk .-mjuan—tv.uuan_ terten:u.
Mobilisasi polit.ik.menurut-Came'ton untuk bagian besar tergantung dari tiga faktor:
perta_ina' kebijaksanaan -(lari [ goldﬂgan-golongan' 'ﬁciaksanaan mobilisasi yang aktif
dibidang politik | dan khususnyé tiugkatan usah..':i..' .éqlongamgolohgan ini
mé'nyesuaikan ideoldg_i' dan organisasi mercka kepada ik’ebutuhan_lsetempa.t; kedua
sampai dlmana golonga.n-gdlongan tertentu : _f_nenwujudkan kebijaksanaan  itu
mempunyai posisi..scbégai orang luar; ketiga bukan jurangjurang pemisah; sosial
sendiri, tetapi bagainianajurax1g-juran'g pemisah itu dialihkan menjadi jurang pemisah
politik. (Dawd R. Cameron, Toward a Theory of Political Mobilization, dalam The

Journal ofPollm.s. vol: 36 No. ! Fchmar: 19?4 halaman 1‘%8—171}
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1.3.8. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita-yang sama. - Tujuan kelompok ini adalalt untuk memperolely kekuasaan politik
dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan —cara: konstitusionih |untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo.M. 2000 : 160).

1.3.9. Elite Politik

Varma mengemukakan mulanya | “Teori elit politik™ ltahir dari diskusi seru
para ilmuwan sosial Amerika-tahun 1950-an, antara- Schumpeter (ekonomi), Lasswell
(Ilmuwan politik) dan sosiolog C.Wright Mills, yang mélacak tulisan-tulisan-dari para
pemikir Eropa masa awal munculoya Fasisme, khususnya: Vilfredo Pareto dan
Gaetano Mesca (ltalia), RobertoMichels( seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose
Ortega-Y. Gasset (Spanyol). Pareto(1848-1923) percaya bahwarsetiap masyarakat
diperintah oleh sekelompok keeil orang- yang mempunyai kualilas-kualitas| yang
diperlukan bagi- kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan-politik yang penuh.
Mereka—bisa- menjangkau—kekuasaan adalah—selalu merupakan vang terbaik.
Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit imerupakan orang—orang vang berhasil; yang
mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat: Mereka terdiri davi
pengacara, mekanik, bajingan atau para gundik: 'Pm_‘eto juga percaya-bahwa elit vang
ada pada pekerjaan dan-lapisan masyarakat-yang berbéda itu'umumnya datang da:i
kelas yang sama; yaity orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai

kelebihan dalam matematika,, bidang musik, kerakter'meral dan sebagainya. Karena
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itu menurut Pareto masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) Lapisan atas yaitu elit, yang
terbagi dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak mererintah
(non-governing clite), (2) Lapisan yang lcbih rendah, yaitu non-elit, (dalam S.P.

Varma, 2001 ::{99).

1.3.10, Kampanye dan Propaganda
Rogers-dan Storey (1987) mendefinisikan Xampanye sebagai "Serangkaion

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada

sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun) wakiu
fertent” . Merujuk pada definisi ini maka setiap-aktivitas kampanye komunikasi
sefidaknya harus mengandung empat ‘hal yakni (1) tindakan kampanye yang
ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran
yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu terfenttvdan (4) melalui
serangkaian findakan komunikasi yang terorganisasi. (Dalam Rahmat, 2004:7).
Menurut Rahmat antara kampanye dengan propaganda ada kemiripan.
Bedanya, istilah _propaganda telah dikenal lebih dulu dan memiliki konotasi yang
negatif, Sementara istilah-Kampanye baru memasyarakat pada-tujuh puluh tahun
terakhir serta memiliki citra positif dan akademis.  Tetapi kehadiran  Konsep
kampanye bukanlah pengganti kata propaganda yang mulai dijauhi orang sejak
perang dunia kedua. Kedua kensep tersebut secara akademis memang benar-benar
berbeda. Setidaknya ada tujuh perbedaan mendasar” antdra kampanye dengan
propaganda. Pertama, sumber kampanye: selalu dapat “diidentifikasi secara jelas.

Nama lembaga yang menjadi penyelenggara Kampanye (campaign makers) biasanya
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tercantum atau disebutkan dalam berbagai saluran komunikasi yang digunakan.
Sebaliknya sumber propaganda cenderung menyembunyikan identitas mereka. Dalam
istilah populernya, kampanye lebih suka ‘terang-terangan’ dalam melakukan aktivitas
mereka, sementara propaganda lebih. senang: ‘sembunyi-sembunyi’. Perbedaan yang
kedua terkait dengan “batasan wakw: Dalam hal ini kanipanye senantiasa dilakukan
dalam periode waktu tertentu. Kapan dan berapa lama sebuah program Kampanye
akan dilakukan selalu dinyatakan dengan jelas, Scmentara propaganda tidak terikat

oleh batasan waktu. . Kefiga, sifat. pagasan-gagasan -kampanye terbuka untuk

diperdebatkan sedangkan propaganda menganggap gagasan-gagasan mereka mutlak
benar atau sudah self-evident. Keempat, tujuan kampanye sclalu jelas-dan spesifik.
Bahkan scbag_ian besar-program kampanye memiliki tujuan ‘yang dapat diukur
dengan mudah. Tnjuan kampanye juga sangal bervariasi bergantung pada jemisnya.
Sementara-tujuan propaganda diarahkan untuk mengubah belief sysrem dari‘khalayak
dan tujuan tersebut tidak “pernahc dinyatakan® dengan jelas. Karena sifalnya yang
demikian maka dokumen-dokumen kegiatan propaganda sulit untuk ditemukan.
Perbedaan kelimg berkaitan  dengan modus penerimaan pesan. Dalam hal ini
kampanye berbeda deugan propaganda. Kampanye sangat menckankan kesukarelaan
dan menghindari pendekatan koersif, sementara propaganda tidak mementingkan
kesukarelaan dan menghalalkan cara paksaan. Perbedaan keenam berkenaan dengan
modus tindakan di mana dalam kampanye ada-kode etik yang-mengatur cara
dilakukannya Kegiatan, sedangkan- dalam “propaganda_aturap semacam “itu tidak
pernah dikenal. Terakhir, dalam kampanye kepentingan kedua belah pihak  perly

diperhatikan-agar tujuan_dapat-dicapai, sementara- propaganda hanya menimbang




kepentingan sepihak dari propagandis. Ketujuh perbedaan ini sudah cukup menjadi
pegangan dalam mengidentifikasi apakah suatu tindakan komunikasi yang ditujukan
untuk mempengaruhi khalayak termasuk dalam kategori kampanye atau propaganda.

(Rahmat, 2004 . 5).

1.3.11, Konsep Kebudayaan
Menurut Koentjaraningrat, konsep kebudayaan dalam arti yang terbatas

(sempit) 1alah pikiran, Karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratya akan

keindahan. Dengan singkat kebudayaan adalah kesenian. Konsep kebudayaan dalam
arti luas-yaitu seluruh total-dari pikiran, karya, dan yang karena-itu hanya bisa
dieetuskan oleh manusia sambil proses belajar.

Kemudian'menurut Koentjaramngrat, unsur-unsur kebudayaan yang universal,
merupakan isi-dati semua Kebudayaan yang.ada«di-dunia ini adalahy (1) sistem religi
dan-upacara“ keagamaar, ~(2) ‘sistem dan-organisasi kemasyarakatan; «(3) sistem
pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistemn mata pencaharian, dan (7} sistem

teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2002:2)

1.3.12, Kelompok Etnik
Dalam buku Narroll, 1964, umumnya kelompok etoik dikenal sebagat sesuatu
populasi yang
i Sccara biologis' mampu berkembangbiak dan bertahan
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam suatu bentuk kebudayaan.




3. Bentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri
4. Menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan

dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. (Fredrik Barth, 1969 : 11).

1.3.13. Konsep Kenflik
Daniel Webster mendefiniican konflik sebagai berikut :
1.~ Persaingan atau perténtangan antara pihak.pihek yang tidak ¢ocok. satu sama

Jain,

2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (Misalnya: Pertentangan peadapat,
kepentingan atau pertentangan antara individu).

3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, kéinginam,-atau tuntutan yang
bertentangan.

4. “Perseteruan.

Pickering berpendapat bahwa pada dasarnya, konflik terjadi bila dalam sat
peristiwa terdapat’ dua ‘atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan.
Konflik tidak-harus berarti berseteru, meski situasi-ini dapat menjadi-bagian dari
situasi konflik. (Dalam Peg Pickering, 2000 : 1)

Rumsel mengemukakan, balwa tingkah laku dalam rangka konflik politik
dalam negeri dimana ia-antara lain mengingat kepada kerusuhan, unjuk rasa,
pembersihan, pembunuhan dan pemberontakan menunjukkan pcr“hedaan-perbedaan
menurut tige matra (dimensi), yaitu hurd hara (“turmoil”), revolusi dan subversi.

Tingkah. laku politik dalam.negeti menurnt Rumme!l tidak menuujukkan pertalian




yang erat dengan perkembangan ekonomi, berbagai ciri system politik (yaitu poliarki,
komunisme, monarki dan kebalikan-kebalikannya), kepadatan penduduk, atau
tingkah laku politik luar negeri (R.J. Rumsel, 1971).

Perbedaan, antara oposisi (atau persainigan) dan konflik menurut® Hoogerwel
dapat menjadi jelas apabila kita membayangkan bagaimana suatu pertandingan
sepakbola berubah menjadi konflik. Selama tujuan utama dari sctiap regu’ adalah
untuk-mencapaikemenangan, maka hanya terjadi. persaingan. AKan tetapi apabia

tujuan utama darl sudtu regu atau seseorang adalah menghalangi regu lawannya

memperoleh kemenangan dengan “permainan curang maka terjadilah “konflix,

(Hoogerwel, 1979 : 229).

1.4. Kajian Pustaka

Untuk ' mendukung ‘penelitian ini penulis berusaha mencari buku-buku atau
tulisan~tulisan‘yang relevan dengan topik penelitian ini, terutamayang berhubungen
dengan otonomi daerah dalam pemilihan kepala Daerah langsung.

Kajian kepustakaan ini_dimaksudkan untuk® membantu penulis/ dalam
membahas fokus penelitian_ini, sehingga diharapkan dapat memper6leh pemahamen
yang detail secara ilmigh.

Ada beberapa buku dan tulisan tentang pemilihan kepala daerah langsung
pada era-otonomi daerah yang-dikemukakan -dalam tulisan ini antara lain oleh :
Prihatmoko dalam, bukunya Pemilihan Kepala Daerdh Langsung, bahwa kualitas
kompetisi dalam ‘pilkada sesungguhnya' dapat dilihat dari sistem pencalonan atau

pendaftaran «calon yang digunakan. Pencalonan juga merupakan satu-dimensi hak
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pilih aktif, yakni hak warga untuk dipilih. Dimensi lainnya adalah hak warga untuk
memilih. Karena itulah, pencalonan merupakan tahapan penting yang ditunggu-
tunggu masyarakat, khususnya oleh para politisi, dalam pilkada langsung. Suatu
pencalonan disebut kompetitif apabila sceara hﬁkum (de jure) dan’ kenyataan (de
ﬁw?o} tidak menetapk_#n pembatasan-dalam rangka men'yingkirkan calon-calon atau
kelompok tcrtenfu ata# alasan-alasan ..politik. Artinya, keL-efltﬁaﬁ pt_:l_'undang-];lndiingan
harus._met'nbcrikan akses yang sama besar b;agi warga, yang memenuhi syarat untuk

mencalonkan dirf sebagai kepala dagrah’ Namun bukanfalt $uatu yang tidak benar

apabila diatur mengenai persyaratah calon karena kcduduican dan ﬁmgsi kepala
daerah - menuntut kapasilas dan kﬁpabiiitas kepemim_pinan yang meﬁﬁ_giai.’ Selama ini
dikgﬁai .c.lengan'Z-jcnis s'istem. pezi’calongn ._dal.am.bilkada langsuﬁé’-., S'aitu {1) Sistem
;iencalonan terbaﬁis dan sistem pencaloﬁan_: terbuka. (Prihatinoko, 2005 : 234}

Daniel’ S: Salos‘.sa_ mengkaji-tentang pilkada langsung. Kasus yang dibahas
tentang studinya berkaitaﬁ deﬁg’an_ mekanisme, persyaratan dan tat-a cara. pimilihan
laﬁgsung menurut Und_}ang-Unclang I\io.;312 - tahun 2004 tentang pemerintahan-daerah.
Diénta;anyz_a mengenai'.kewajiban kepala. dagrah dan \;;za'kil kepala _dac_rah.. Dalam
melaksanakan tugas dan wéwe_na_ng scbagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal
26, Kepala Dac.rah dan Wakil Kepala Dae‘réh. fnem punyﬁi‘ kewajiban (pasal 27):

A. Memcgang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

.Un_'dang' Dasar Neg"ara Ré_publik Indoné.'slih; Taltin 1945 serta mémﬁertahallkan

. dan ﬁlétncj'i-ilaxa_l kéﬁtﬁhan Negara Kesatuan chnub_iik In_dbnesi'a.
22. Meningka_lt,kan Eesejahteraan 1‘tikylat" .

3. “Memelihara ketentéraman dan ketertibarnmasyarakat
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4, Melaksanakan kehidupan demokrasi

5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah dacrah

7. ‘Memajukan dan mengembangkan daya'saing dacrah

8. Melaksanakan prinsip tata pemerintah yang bersih-dan baik

9. .Melaksanakan dan mempertanggung jawabkar: pengelolaan kevangan daerah
10 Menjalin hubungan kerja dengan seluruly instansi vertikal didagrah dan semua

perangkat daerah.

11. Menyampaikan~ rencana strategis' penyelenggaraan- pemerintah™ daerah

dihadapan rapat paripurna DPRD (2004:31)

Dalam pergesetan kekuasaan pemerintah Daerah nienutut konstitusi Indonesia
oleh Sayuti Una, M:H (2004), pemeriutah dacrah mempakiiif penyelenggaraan
pemerintahan _oleh lembapaslembaga kekuasaan  di daerah, v yang dalam
perkembangannya di Indonesia terdiri dari KepalaDgerah dan DPRD:-Sedangkan
dalam arti sempit, hanyalah penyelenggaraan Pemerintzhan oleh kepala Dacrah saja
(2004:8)

Dari ~heberapa studi_diatas diperolah gatiibaran bahwa Pemilihan Kepala
Dagrah Langsung pada era otonomi dzerall’ khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat

ada beberapa Buku ataw tulisan yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini;




1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersifat deskriptif,
dimaksudkan untuk menggambarkan implementasi, prosedur dan mekanisme
pe_laksﬁna'ah pemilihan Kepala DSerah La_ngsuhg-d.i' Kab"upatcﬂ 11£1kpaiir< Bharat, upaya
dan strategi ya;_tg dilaksanakan c:tlch. :'pasnngan Ca]c;n,. dan factor-faktor yang
mempengaruhi kemenangan dan kekalahan pa-sangan.-calo’n.

Menumt Sudarman Darwm, penehtmn kualitatif bersilat-deskriptif yaitu data

dlkumpulkan pada umumnya berbentuk’ kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan

bukan angka-dngka Walaupun ada anbka-fméku, mﬁmya hanya bersifat penunjang.
Data d:maksud mellpuu transknp wawancara,. satatan data lapangan toto foto,
dok-_umen pnhadl, nota dan catatan {aimya. Tcrmasuk drdglamnya desknps: m_cngem:
tata situasi. Deskripsi ;a__tau narasi tertﬁlis. sangat penting dalam pendekatan kualitatif,
baik. dalam pencatatan data maupun untuk penyusunan hasil penelitian (Sudarwan
Darwin; 2002 61

Untuk mem;ﬁei‘éleh dala—datf& dalam pcncliﬁaﬂ digunakan metode  studi
pustaka, survey, dbservé[si,. wawancard, kuesioner tcrhada.p"subjck dan objek yang ada

hubungannyz dalam penelitin ini.

l 5 1. Tempat Dan Waktu Penehtmn

Peneiman ini dllakukan ch Kabupalcn Pakpak Bharat mcrupakan Kabupaten
bar’u -dl Propinsi Sumatéra Utara, hasx_l- pemiekaran dari Kabupaten Dairi. Kabupatm
l’:a;;gk Bharat mt‘:izilc’sénakan pemilihan Kepala Daerah .'secéra langsung bersamaan

dengan 14 Kabupaten/Kota di Propinsi Sunialcm Utara pada bulan Jimi 2605
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Penelitian direncanakan pada bulan Mei tahun 2005 sampai dengan Februari

2006 (= 9 bulan).

Tabel 1 Rancangan Jadwal Penelitian

BLN | BLN

BN

' " BLN | BLN | BLIN BLN BLN | BLN
Ne’| Kegiatam\ /g | yi {anffwv | vt waslvn [wimY ix
15 | Survei awal, | - > :

| Studi A * ¥ e # W * & %

Pustaka' dan | -
konsultasi i
2,{ Pengajuan i

+’| proposal / & |
3 Seminar : :- ; %

~ | Proposal '

4, | Pelaksanaan . A " 2 : * §
Penelitian '- "N
5. |Analisis * ¥ ET *
/fData ° - . HEEN
6. | Penulisan _
Laporan * o * #*
Tesis -
7+, | Seminar % * ok *
Tesis i,
8.-{ Ujianc dan %
perbaikan

1.5;2._ Tehnik Péngumpulan Data

~Unfuk mengumpulkan  data dalam- _pé.nelitian-_ ini, pt_:nc’liti mempergunakan

berbagai tehnik, prinsip umumnya é;_gaf data dapat ditcrintadan selanjutnya darat

divji sehingga ‘diperoleh data yang sighifikan. Tehnik/ini dapat penulis /uraikan

sebagai berikut:
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A Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari berbagai literatur selengkap mungkin,
yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Literatur yang sudah ada, dibaca berulang-
ulang -hingga dapat dipahami berkorelasi-Gengan substansi yang dibahas. Dengan
studi pustaka ini dapat membantu penulis mengarahkan sasaran pembahasan hasi}
pene]itian.. Literatur yang tersedia dapat berupa buku-buku, ‘majalah, surat kabar,
dokumen-dokumen seperti  Undang-Undang, makalah hasil -séminar. dan lain

sebagainya, Jadi studi pustaka dilakukan untuk menemukan data sebagai landasan

tearitis dalam menganalisa hasil penelitian.

b. Survei

Metode survei-dilakukan untuk menemukan dan melengkapi data-data yang
terkumpul, termasuk dengan studi_pengalaman penulis sendiri (experience survey),
survey-terhadap obyek/sasaran dan tokoh masyarakat.yang dianggép berperan dalam
proses Pilkadasung, sebab, biasanya seorang lokoh dapat memiliki kriteria tertentu
oleh warganya dan menjadi orang yang dianggap mampu mengaktualisasikan simhol
identitas kelompoknya. Survei ini. merupakan studi awal dari studi berikutnya, karena
itu-secara umum dapat memberikan ‘gambaran untuk “dangksh pengumpulan data
berikutnya. Tehnik yang dilakukan dengan memilih pihak-pihak yang tertentu secara
acak untuk dimintai informasi baik yang sudah dipilih sebagai informan, maupun
kemungkinan ditemukan secara tiba-tiba, Jadi survei merupakan kegiatan penelitian
tethadap objek dan informan tertentu untuk diteliti lebih- detail dengan tehnik

penelitian yang lain sehingga menghasilkan validitas data.




c. Observasi

Teknik observasi melalui pengamatan, baik secara langsung (observasi
partisipasi) maupun tidak terlihat didalam peristiwa atau kegiatan yang diamati.
Observasi ditujukan kepada calon dan berbagar aktifitas kelompok masyarakat baik
yang dilakukan secara-kelompok maupun secara individu, seperti kegiatan-marga,
keagamaan, parpol, KPUD, Tim sukses dan lain sebagainya, dalam rangka Pilkada
Langsung.  Berdasarkan aktifitas tersebut, khususnya. yang terkait dengan kajiaa

penelitian ini, maka semua data hasil observasi dilukiskan secara tepat seperti apa

yang dilihat, Observasi-ini tidak terbatas pada visual (penglihatan) saja, tetapi juga
melalul pengalaman yang lain, seperti pendengaran, penciuman dan-perabaan tentang
kegiatan masyarakat tersebut.

Adapun sasaran observasi ini-antara lain mengamati berbagai karakteristik
kelompok+kelompok yang ada, misalnya rapat-rapat/ pertemuan. kampanye daa
sebagainya. Pengamatan dapat juga dilakukan dengan memakai alat bantu seperti tape
recorder dan kamera photo. Dengan demikian, observasi dilakukan untuk menemukan

data-data yang dapat dipantau secarainderawi dan alat bantu lainnya yang sesuai.

d. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan bersifat™ tidak’ berstruktur, “artinya
wawancara bebas, misalnya ketika bertemu dengen seorang informan-dalam berbagei
kesempatan, jika memungkinkan langsung-berbicara sambi}l bertanya. Teknik ini
memungkinkan data diperoleh lebih natural; apa adanya. Dengan kata lain wawancara

dilakukan  tanpa -memaksa informan untuk, menjawab pertanyaan, yang diajukan,
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melainkan strategi adaptasi bertanya yang terkait dengan keterampilan tertentu harus
dilakukan.

Wawancara tidak juga ditujukan kepada satu kelempok tertentu dan tidalk
bersifat formal, Karena tujuﬁnnya adalah _m’enétét&imi apresi_a_i;i" individu masing-
mas.ing terhadap’--.--ca:lq'n Kepala Daéjr_alh!'.Wakil Kepala Dmral? pelaksanamf_ Pilkada
La’ngsu_ng _dan kcsadﬁran ilndividu térhadap identitas kél‘blﬁpﬁknya. ‘Tidak tertutup
kemung_k_ir_;#n juga wawaneara _-_'dil_gkukan, bcmlang kali terbadap 'i:’i‘d'ivicf}u tertentu.

Prinsip ini ditakukan untuk mendalaini Keferangan tertenty yang dibutuhkan secara

rinci, karena itu sam'\permasnlahanz' dimungkinkan m'émbutuh.k'an beberapa kali

pcngajuan pertanyaan untule mendapathan jawaban yan g sejelas Jclasnya

e. - Angket
. Tujuan ula:ﬁa pembuatan kuesioner adalah untuk. -memj:)er__oleh. informasi yang
sesuai. .déngan “kebutuhan - é’l'a'n'- (juan pd:héii(fén-, _dimanainformasi. {ersebut
mempunyal nilai realiability dan vahdujﬁ | A
Kuesmner d:susun deng'm pcnauyaan tcntang- fakta, perseps:fpcnda;mt
mformasn yang diketahu: k:nlang pilkadasung dart pasangan calon, -
Kueswnerrd:sam_palkan kepada responden terpilil; setelah diisi dikenibalikan

kembali pada penulis. | °

f, /- Informan Pcne!i#iah
Adapun yang, dijadikan info_rfm’ah ~dalam penclitian “ini adalah mewakili

komiitmen _.masyara"kat,' baik yang teslibat Secara langsung dalam“proses” pemilihan
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kepala daerah langsung, maupun yang tidak langsung dilibatkan. Informan antara
lain, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, pemuda dan pemudi, termasuk juga
anggota masyarakat, parpol, dan tim sukses calon kepala daerah/wakil kepala daerak,
masyarakat yang dianggap mampu memberikan infdcinasi y&pg" dibutu‘hkan dalam
p!éﬁelitian i, j!ang berasal dari Kabupaten Pakpak Bl1afat maupun dan luar
kabupaten. Pencﬁtuan informan dila‘kukan_ secara_acalk, yﬁi(u memililk seseorang

berdasarkan peranan dan p._é-nga-mhnya dalam,, masyarakat _setempat, - kemudian

mempertimbangkan (identitas kelompok’hy.a secara scimbang atau paling | tidak

mewakili kelompok la_in.

g/ Keberc'ayaan Dﬁfa.

Untuk membuktikan dan meyakini kebenaran d‘aw.l:;i_sa dilakukan “dengan
befbagai carg, seperti 'p'engecckan data (c'.ross_ thek)-dengan memakai’ metode yang
berbeda ‘pada- masalah ..yan:g sama, misainya. méﬁ-e:k data hasil"informan melalui
wﬁwancara, lalu (iikohlj)arasikan dengan _hasil obescwasi.-;l(dniﬁdian mcngerfllbaiikarl
hasil-wawancara kepada informan untuk diperbaiki apabﬂa terdapat kesalaban (re
chek), dapat-juga bertanya _kcn_a-bali untuk-melengkapi kekurangan data yang
dip_érolleh, tetapi icemuﬁg‘kinan belﬁrﬁ valid. :

Selanjutnya mgl’ﬁkukan Iriangﬂi_asi__,' yaitu dengan membandingkan in’f'ormasi
atau. data yang sama dari 'infqrmén yang berbeda. Bisa juga dilaKukan pényesuaian
data yang sama ‘dari _s_u:pbcr ﬁng bc;beda_.__.ladi data yapg diperoleh dari tnforman

yang berlainan dimungkinkan kembali inelakukan koreksi data melalui penyesuaian




data sehingga menghasilkan data yang bermakna sama atau bermaksud sama untuk

menghindari duplikasi makna data.

1.5.3. Teknik Analisa Data
©  Penelitian ini menggunakan tgknik-' analisis isi (content analysis), yakni data
kualitatif yang: terkumpul melalui studi pusmka,._ survei, observasi, kuesioner, dan

wawancara' - langsung  dideskripsikan sccarg, beﬁah__'a-p kedalam - bentuk._tulisan,

kemudian dikl&ﬂﬁg@‘@_s@m tabulatif sesuai isi ulttﬁ 'keccndemng&_n data
kedélam bentuk yén g léhih mudah dibaca d;in diimerprcsié_sikan. Proses analisis data
dilakukan -s;ejak pcngumpu]an'-ﬂa{a di lapargan El.'e.:rlz-_uigsung hingga tahap pengolahan
dafianalisis data. - | | R, *

Setelah data-data dibaca, dipél'aj&ri": dan ditelaah, falu diadakan reduksi data
dengan membuat abstraksi, Yaifi meémbuat rangktinan, yang selanjutaya disusun ke
dalam'satuan-satuan tertentu sesuai karaktetistik atau ‘substansi mésirié-masing data.
Darj proses ini : ju'_ga_. dilakukan - pembuatan kategofi;kalq_gori data, sékaligus
pc.m.bualan_ _koding' untuk.me_mudahkan 'pengfs_iran__‘ _dalé. Melalui proses ini juga
dilakukan koréksi data, baik- terhadap kekutangan dan kcsalahan-':da'ifa,\_ maupun
penyempurnaan data mei.alui berbagzii cara fiénguj ian data sehinﬁga kepercayaan data
dalam penelitian ini mempunyai validitas y#ng tinggi. X

"Tﬁ.hé.p akhir dari ﬁrus.es..;an;ili_sis data ialaﬁfhj:e.ll g'qd akan iritcrpréfas_i' daﬁa, yaitu
m_éhafsirkan dafa. Untul\ iﬁemperﬁléli dat—g .yahg valid dan s_i-gni'ﬂﬂkan terhada_p teori
dan konscp dengan penelitian ini, maka penafsiran data selalu diorientasikan agar

berkorelasi dengan landasan'teori, termasuk dalamihal metodologi dan'prosedur yang




dipakai dalam penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif,

dan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana aktualisasi komunitas

masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

1.5.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalall penelitian seperti-divraikan, terdahutu, dapat

dijabarkan yang menjadi-pertanyaan dalam penelitiai ini atau penelitian ini akan

menjawab beberapa pertanyaan pokok vaity

1.

1.6.

Bagaimana implementasi prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan
Kepala DaeralyWakil Kepala Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat ?
Bagaimana upaya dan strategi-yang dilakukan pasangan calon kepala.daeraly,
dalam pilkadasung di Kabupaten Pakpak Bharat ?

FFaktor-faktor apa yang mempengaruli kénienangan dan kekalahan pasangan

calon kepala daerah'dalam pilkadasung di Kabispaten Pakpak Bharat.?

Kegunaan Penelitian

Adapun-manfaat penclitian adalah:

Memberikan gambaran tentang implementasi, prosedur dan mekanisme
pelaksanaan’ pilkadasung di Kabupaten Pakpak Bharat, upaya dan strategi
yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kemenangan atan kekalalan pasangan calon.

Secara teoritis hasil penelitian ini “diharapkan dapat menjadi bahan kajian

dalam penyusunan_ketentuan dan perataran yang bectinbungan dengan




pelaksanaan pilkadasung dan menjadi bahan perbandingan dengan kabupaten
lain yang telah melaksanakan pilkadasung.

3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
penyelenggara, para Calon dan tim sukses dalam pelaksanaan pilkadasung,

untuk dapat mengantisipasi ps.rmaﬂalahan pcrmasai than.

1.7. .~ Kerangka Berfikir

Kabupatcﬂ:’ Pa’kpék Bharat, merupakan kabupaten"-b‘arﬁ_ di Provinsi Stmatera
[jta'fa, hasil pcmekaraﬁ dari Kabupaten D_z{,iri. Kabupaten Pakpak Bharat dihtni oleh
masyarakat yang mayoritas dan etnis Pakpak. | .

Sesua: dengan kctcntuan, bahwa* pada bulan Jurii 2005 dilaksanak'm
pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala .Daerah secard Iangsung. Dalam* rangka
pe.laksanaan Pilkada lerscbut telah dilaksangkan -tahap-lahab kégiatan ‘diantaranya
pen]armgan bakal calon oleh Partai Politik: Partai Poiltrk mendaﬁarkan cd!on untuk
dipilih oleh rakyat dalam Pilkada langsung MNE

Calon yang sudah ditetapkan, akan beiupaya dengan berbagal strategl untui
dapat_ menang dan menjadi chala Daerah/Wakil, Kzpala Daerah sc‘bz_jl_‘g‘a_l pemimpin
dan pemegang ke'k.uasaaﬁ. pemerinta.ha.n di K'I'abtl paten P.akpak léharat.

Upaya-upaya apakah dan faktor-faktor manakali vang diperbuat oleh calon
untuk mempengamhl masyara.kai dan faktor-:akmr apa yang mempengamm
kemenangan dan kekalahan pasangan, caion kepnla dzu.rah serta ba,g_ammna
implementasi proses dan mekanisme pelaksanaan Pilkada langsung di Kébttpatcn

Pakpak Bhatat. Hal inilah yang menjadi Eokus’dalam_'penelitian ini.
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Skema 1.1 Kerangka Berfikir Teoritis

MASYARAKAT
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